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Pengujian Undang-Undang 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana yang menyatakan, “(3) Permintaan
peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan
satu kali saja”

bertentangan dengan UUD 1945, yakni Pasal 1 ayat (3), Pasal
24 ayat (1), Pasal 28A, dan Pasal 28C, Pasal 28D ayat (1)
UUD 1945.

Mengabulkan permohonan Para Pemohon.

Kamis, 6 Maret 2014.

Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang menganggap hak
konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyatakan, “(3) Permintaan
peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja” terhadap
Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28A, dan Pasal 28C UUD 1945.

Menyangkut kewenangan Mahkamah, Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10
ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang
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Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disingkat UU MK), dan Pasal 29
ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan Mahkamah adalah
berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat
final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. Oleh karena Pasal 268
ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang
menyatakan, “(3) Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat
dilakukan satu kali saja” yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, maka
dengan demikian Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus
permohonan a quo.

Berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon, menurut Mahkamah Pemohon |,
dengan memperhatikan dalil Pemohon yang dihubungkan dengan hak konstitusional
yang ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Pemohon secara spesifik
dan aktual dirugikan oleh berlakunya 268 ayat (3) Undang-Undang Hukum Acara
Pidana yang apabila dikabulkan permohonan Pemohon maka kemungkinan kerugian
konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi. Dengan demikian, terdapat
hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian konstitusional Pemohon
dengan berlakunya Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Hukum Acara Pidana,
sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a
quo. Sementara Pemohon Il dan Ill memiliki hubungan sebagai keluarga yang dapat
mengajukan peninjauan kembali sebagaimana ditentukan dalam Pasal 268 ayat (3)
KUHAP. Dengan demikian, secara potensial dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal
268 ayat (3) KUHAP sehingga terdapat hubungan sebab akibat (causal verband)
antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya
Undang-Undang yang dimohonkan pengujian yang apabila dikabulkan maka kerugian
hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau
tidak lagi terjadi sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan
permohonan a quo.

Mengenai konstitusionalitas permohonan Pemohon, Mahkamah berpendapat
sebagai berikut:

1. Alasan untuk dapat mengajukan PK sebagaimana ditentukan dalam Pasal 263
ayat (2) KUHAP yang menyatakan, “Permintaan peninjauan kembali dilakukan
atas dasar:

a. apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika
keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya
akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum
atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu
diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
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b. apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah
terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan
yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan
yang lain;

c. apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau
suatu kekeliruan yang nyata.

Alasan tersebut pada umumnya terkait dengan hakikat dalam proses peradilan
perkara pidana yang benar-benar pembuktiannya harus meyakinkan hakim
mengenai kebenaran terjadinya suatu peristiwa (kebenaran materiil), yaitu suatu
kebenaran yang di dalamnya tidak terdapat lagi keraguan. Pencarian kebenaran
yang demikian dilatarbelakangi oleh sifat hukum pidana seperti dalam ungkapan,
“bak pedang bermata dua”. Artinya, hukum pidana dimaksudkan untuk melindungi
manusia, tetapi dengan cara mengenakan pidana pada hakikatnya menyerang
apa yang dilindungi dari manusia;

Prinsip negara hukum yang telah diadopsi dalam UUD 1945 meletakkan suatu
prinsip bahwa setiap orang memiliki hak asasi (HAM), yang dengan demikian
mewajibkan orang lain, termasuk di dalamnya negara, untuk menghormatinya.
Bahkan secara konstitusional, ketentuan konstitusional tentang HAM tersebut
dalam perspektif historis-filosofis dalam pembentukan negara dimaksudkan untuk
melindungi segenap bangsa Indonesia dan berdasarkan kemanusiaan yang adil
dan beradab (vide Pembukaan UUD 1945). Oleh karena itu, negara berkewajiban
untuk memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan terhadap
HAM. [vide Pasal 28I ayat (4) UUD 1945]. Prinsip sebagaimana diuraikan di atas,
terutama yang terakhir, melahirkan suatu prinsip yang lain bahwa proses peradilan
dalam perkara pidana harus sampai pada kebenaran materiil, suatu kebenaran yang
di dalamnya tidak terdapat lagi keraguan. Dari prinsip yang demikian lahir pula
prinsip dalam proses peradilan pidana yaitu “lebih baik membebaskan orang yang
bersalah daripada menjatuhkan pidana kepada seseorang yang tidak bersalah”. Di
dalam ungkapan tersebut terdapat makna yang dalam, bahwa ketika pengadilan
menjatuhkan putusan yang menyatakan seseorang bersalah dan karena itu dijatuhi
pidana haruslah benar-benar didasarkan pada suatu fakta hukum yang diyakini
sebagai suatu kebenaran. Kalau tidak demikian maka akan terjadi bahwa negara
melalui pengadilan pidana telah melanggar HAM, padahal secara konstitusional
negara melalui proses peradilan justru harus melindungi HAM [vide Pasal 24 ayat
(1) UUD 1945];

Kewajiban negara untuk menegakkan dan melindungi HAM sesuai prinsip negara
hukum yang demokratis mengharuskan pelaksanaan HAM dijamin, diatur, dan
dituangkan dalam peraturan perundang-undangan [vide Pasal 28l ayat (5)
UUD 1945]. Hukum acara pidana merupakan implementasi dari penegakan
dan perlindungan HAM sebagai ketentuan konstitusional dalam UUD 1945. Hal
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demikian sesuai pula dengan prinsip negara hukum yang demokratis, yaitu due
process of law;

Terkait dengan penegakan dan perlindungan HAM yang juga merupakan hak
konstitusional berdasarkan UUD 1945 maka dalam proses peradilan pidana yang
dialami seseorang haruslah mendapatkan kepastian hukum yang adil [vide Pasal
28D ayat (1) UUD 1945]. Dalam hal ini ditekankan bahwa kepastian hukum yang
acapkali mendominasi suatu proses peradilan diberikan syarat yang fundamental,
yaitu keadilan yang menjadi kebutuhan dasar bagi setiap insan, termasuk ketika
menjalani proses peradilan. Karena itulah pentingnya diatur peninjauan kembali
supaya setiap orang dalam proses peradilan pidana yang dijalaninya tetap dapat
memperoleh keadilan, bahkan ketika putusan telah memperoleh kekuatan hukum
yang tetap dengan alasan tertentu yang secara umum terkait dengan keadilan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan

hal-hal sebagai berikut:

a.

Bahwa upaya hukum luar biasa PK secara historis-filosofis merupakan upaya
hukum yang lahir demi melindungi kepentingan terpidana. Menurut Mahkamabh,
upaya hukum PK berbeda dengan banding atau kasasi sebagai upaya hukum
biasa. Upaya hukum biasa harus dikaitkan dengan prinsip kepastian hukum
karena tanpa kepastian hukum, yaitu dengan menentukan limitasi waktu dalam
pengajuan upaya hukum biasa, justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum
yang tentu akan melahirkan ketidakadilan dan proses hukum yang tidak selesai.
Dengan demikian, ketentuan yang menjadi syarat dapat ditempuhnya upaya
hukum biasa di samping terkait dengan kebenaran materiil yang hendak dicapai,
juga terkait pada persyaratan formal yaitu terkait dengan tenggang waktu tertentu
setelah diketahuinya suatu putusan hakim oleh para pihak secara formal pula.
Adapun upaya hukum luar biasa bertujuan untuk menemukan keadilan dan
kebenaran materiil. Keadilan tidak dapat dibatasi oleh waktu atau ketentuan
formalitas yang membatasi bahwa upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali)
hanya dapat diajukan satu kali, karena mungkin saja setelah diajukannya PK
dan diputus, ada keadaan baru (novum) yang substansial baru ditemukan yang
pada saat PK sebelumnya belum ditemukan. Adapun penilaian mengenai sesuatu
itu novum atau bukan novum, merupakan kewenangan Mahkamah Agung yang
memiliki kewenangan mengadili pada tingkat PK. Oleh karena itu, yang menjadi
syarat dapat ditempuhnya upaya hukum luar biasa adalah sangat materiil atau
substansial dan syarat yang sangat mendasar adalah terkait dengan kebenaran
dan keadilan dalam proses peradilan pidana sebagaimana ditentukan dalam
Pasal 263 ayat (2) KUHAP, yang menyatakan “Permintaan peninjauan kembali
dilakukan atas dasar:
a. apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika
keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya
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akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum
atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu
diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;

b. ... dst";

Karakter kebenaran mengenai peristiwva yang menjadi dasar dalam putusan
perkara pidana adalah kebenaran materiil berdasarkan pada bukti yang dengan
bukti-bukti tersebut meyakinkan hakim, yaitu kebenaran yang secara rasional tidak
terdapat lagi keraguan di dalamnya karena didasarkan pada bukti yang sah dan
meyakinkan. Oleh karena itu, dalam perkara pidana bukti yang dapat diajukan
hanya ditentukan batas minimalnya, tidak maksimalnya. Dengan demikian, untuk
memperoleh keyakinan dimaksud hukum harus memberikan kemungkinan bagi
hakim untuk membuka kesempatan diajukannya bukti yang lain, sampai dicapainya
keyakinan dimaksud;

Sejalan dengan karakter kebenaran tersebut di atas, karena secara umum,
KUHAP bertujuan untuk melindungi HAM dari kesewenang-wenangan negara,
terutama yang terkait dengan hak hidup dan kebebasan sebagai hak yang sangat
fundamental bagi manusia sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945 maka dalam
mempertimbangkan PK sebagai upaya hukum luar biasa yang diatur dalam
KUHAP haruslah dalam kerangka yang demikian, yakni untuk mencapai dan
menegakkan hukum dan keadilan. Upaya pencapaian kepastian hukum sangat
layak untuk diadakan pembatasan, namun upaya pencapaian keadilan hukum
tidaklah demikian, karena keadilan merupakan kebutuhan manusia yang sangat
mendasar, lebih mendasar dari kebutuhan manusia tentang kepastian hukum;

bahwa Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menyatakan, “Dalam menjalankan hak dan
kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan
dengan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi
tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan,
dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”, menurut Mahkamabh,
pembatasan yang dimaksud oleh Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 tersebut tidak
dapat diterapkan untuk membatasi pengajuan PK hanya satu kali karena pengajuan
PK dalam perkara pidana sangat terkait dengan hak asasi manusia yang paling
mendasar yaitu menyangkut kebebasan dan kehidupan manusia. Lagi pula,
pengajuan PK tidak terkait dengan jaminan pengakuan, serta penghormatan atas
hak dan kebebasan orang lain dan tidak terkait pula dengan pemenuhan tuntutan
yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan
ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis

bahwa benar dalam ilmu hukum terdapat asas litis finiri oportet yakni setiap
perkara harus ada akhirnya, namun menurut Mahkamah, hal itu berkait dengan
kepastian hukum, sedangkan untuk keadilan dalam perkara pidana asas tersebut
tidak secara rigid dapat diterapkan karena dengan hanya membolehkan peninjauan
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kembali satu kali, terlebih lagi manakala ditemukan adanya keadaan baru (novum).
Hal itu justru bertentangan dengan asas keadilan yang begitu dijunjung tinggi
oleh kekuasaan kehakiman Indonesia untuk menegakkan hukum dan keadilan
[vide Pasal 24 ayat (1) UUD 1945] serta sebagai konsekuensi dari asas negara
hukum.

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah berpendapat
dalil permohonan Pemohon beralasan menurut hukum.

Selanjutnya berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah menjatuhkan putusan
pada hari Kamis, 6 Maret 2014, pukul 15.00 WIB. Dalam putusan tersebut, Mahkamah
mengabulkan Permohonan Pemohon.

Panitera Pengganti,
ttd.

Cholidin Nasir



